BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perjanjian gadai saham sebagai perjanjian accessoire yang berakhir
sebelum utang lunas adalah tidak sah secara hukum. Karena perjanjian
gadai saham tidak bisa jika hanya diartikan sebagai perjanjian dengan
suatu ketetapan waktu sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan
Hakim Mahkamah Agung Nomor 240 PK/PDT/2006 mengingat sifat dari
gadai saham yaitu accessoire yang berarti perjanjian gadai saham
mengikuti perjanjian pokoknya sehingga ketika perjanjian pokoknya
berakhir maka perjanjian gadai saham juga ikut berakhir. Kemudian
menimbang ketentuan dalam Pasal 1160 KUHPerdata di mana disebutkan
sebagian hak gadai tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian utang
maka hak gadai itu membebani secara utuh objek gadai sampai seluruh
utang dilunasi oleh debitur. Dan juga mengingat sifat buku Il KUHPerdata
adalah memaksa sehingga ketentuan di dalamnya tidak dapat disimpangi
maka suatu perjanjian gadai saham yang berakhir sebelum utang lunas
adalah tidak sah secara hukum. Selain itu, meskipun tidak diatur secara

khusus mengenai cara berakhirnya gadai namun dari ketentuan yang ada di
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KUHPerdata, tidak disebutkan bahwa gadai dapat berakhir karena jangka
waktu gadainya berakhir/perjanjian gadai sahamnya berakhir.

2. Perlindungan hukum bagi pemegang gadai saham bilamana perjanjian
gadai saham sudah mau berakhir namun utang belum lunas dapat
ditemukan dalam Pasal 1160 KUHPerdata di mana hak gadai tidak dapat
dibagi-bagi maka perjanjian gadai saham tidak dapat berakhir sebelum
utang lunas serta didasarkan pada pertimbangan hakim dalam Putusan
Mahkamah Agung No. 115 PK/PDT/2007 di mana pemegang gadai saham
dapat melakukan perpanjangan jangka waktu gadai saham cukup dengan
pemberitahuan saja kepada pemberi gadai saham. Perjanjian gadai saham
itu sendiri juga pada dasarnya adalah bentuk jaminan hukum bagi kedua
belah pihak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata.
Selain itu, perlindungan hukum bagi pemegang gadai saham bilamana
perjanjian gadai saham sudah berakhir namun utang belum lunas dapat
ditemukan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata yang pada
intinya kreditur tetap memiliki jaminan bagi piutangnya namun dalam
bentuk jaminan umum sehingga kedudukan kreditur menjadi kreditur

konkuren.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapatlah diajukan beberapa saran sebagai
berikut:

1. Dalam pembuatan perjanjian gadai saham harus dihindari
kemungkinan berakhirnya gadai saham sebelum utang dibayar lunas
jadi harus dibuat ketentuan dalam perjanjian gadai saham bahwa
selama kewajiban debitor belum lunas dibayar, perjanjian gadai akan

terus berlaku.
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